
 

 

 

 
 

BUPATI POLEWALI MANDAR 

PROVINSI SULAWESI BARAT 

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR 
NOMOR  77  TAHUN 2020 

TENTANG 

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020 

 
BUPATI POLEWALI MANDAR, 

Menimbang :  bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Pejabat 

Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar 
Tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4335); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4422); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun  2005 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi 
Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

SALINAN 



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar 
(Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 

Tahun 2008); 

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali 
Mandar Tahun 2019 Nomor 4); 

Memperhatikan :  Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Standar Biaya 
Umum Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten 

Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 31); sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 

tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2019 (Berita 
Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 33); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

KESATU : Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020, 

sebagaimana tercantum pada lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, 
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 

XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, 
XL, XLI, XLII,  XLIII, XLIV dan XLV Keputusan ini. 

KEDUA : Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah sebagaimana 
dimaksud diktum Kesatu adalah : 

a. Bendahara Penerimaan bertugas menerima, menyimpan, 

menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung 
jawabkan  uang  pendapatan  daerah dalam   rangka  
pelaksanaan  APBD  pada  PD; dan 

b. Bendahara Pengeluaran  bertugas    menerima,   menyimpan, 
membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung 

jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada PD. 

KETIGA : Melimpahkan kewenanagan kepada Kepala Perangkat Daerah 

(PD) untuk menetapkan Pejabat Pelaksana Penatausahaan 
Keuangan yang meliputi : 

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) PD; 
b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 
c. Petugas Verifikasi SPP dan SPM; 

d. Petugas Penyiapan SPM; 
e. Petugas Akuntansi dan Pelaporan;dan 
f. Petugas Pengelola Gaji. 

 
 

 
 
 



 
 

KEEMPAT : Khusus  untuk Sekretariat Daerah pengusulan Kuasa 
Pengguna Anggaran (KPA) disamping mempertimbangkan 

besarnya anggaran yang dikelola, juga berdasarkan 
pertimbangan beban kerja Sekretaris Daerah. 

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah 
(APBD) Kabupaten Polewali Tahun Anggaran 2020. 

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
         

    Ditetapkan di Polewali 
    pada tanggal 31 Januari 2020 

   BUPATI POLEWALI MANDAR, 

 
         

               ttd 
        
   ANDI IBRAHIM MASDAR 

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
Polewali  31 Januari  2020 

 

 

 

MASRI USMAN, SH.,M.Si 
Pangkat  : Pembina TK. I 
NIP      : 19630420 198503 1 013 


